BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI EALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPATI BARITO UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang
nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tanf
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan
memperhatikan indek harga dan perkembangan perckonomian
yvang ditetaplkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bhahwa besarnya taril retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomer 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor @ Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tdak
sesual lapl dengan keadaan dan perkembangan perekonomian
sekarang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padahuruf 8 dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Barito Utara tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di
Kabupaten Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1858 MNomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias
Momor $355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Pertanggungiawaban Keuangan Negara
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[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Anglkutan .Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang
Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan
Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3304);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tfentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyvelengaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4376);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578]);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten [/ Kota
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

16, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1 );

17, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Peranghkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 2 |;

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

gmE W

=

RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN BARITO UTARA.
BAEB 1

HKETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan:
1
2

Daerah adalah Kabupaten Barito Urara.

Femerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistemn dan prinsip Negara HKesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah  adalah Bupati dan  Perangkat Deaerah  sebagai

Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara,

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan vang tidak bersifat

sementara.

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi

jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Utara, vang telah

diretapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan vang dilengkapi dengan

rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Retribusi Pelayvanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah

sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya

vang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakan oleh peralatan teknik

berupa motor atau peralatan lainnya yvang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber dayva energl tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor vang
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bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya vang menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik vang melakukan ussha maupun vang tidak melakukan usaha vang
meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan
usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk  apapun, Firma, kongsi, dana  pensiun, persekutuan,
perkumpulan,vavasan, organisasi massa, organisasi Sosial Polink atau
organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
mvestasi koleltif dan bentuk usaha tetap,;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yvang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPAORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi
untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribust vang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarmya jumlah pokok retribusi
vang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat S8RD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yvang telah  dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembavaran yvang ditunjuk oleh Bupati,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat
untuk melakukan tagihan retribusi danfatay sanksi administratil  berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumilah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi vang lebih besar daripada
retribusi vang terutang atau yang seharusnya tidak terutang vang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukt vang dengan bulkti itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah,
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bulkti vang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukt itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi vang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Femungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.



BAB II
MAKEUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perubahan Tarifl Retribusi Pelayanan Parkir di Kabupaten
Barito Utara adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan
perekonomian pada saat ini.

BAB. III.
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

a. Perubahan Tarif Retribusi Parkir yang termuat dalam lampiran IV Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran | Peraturan
Bupati ini; dan

b. Perubahan Tarif Retribusi Parkir yang termuat dalam lampiran IIl Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 11
Peraturan Bupati ini;

EKETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di MuaraTeweh
pad gal... A OETO@ES,.... 2015
= =4

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 BOMOR .2



LAMPIRAN 1:

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
DI KABUPATEN BARITO UTARA.

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEFL JALAN UMUM

| Kendaraan Truck dengan Gandengan 22.000,- |

Mo Jenis Kemdaraan Taril (Rp)

1 Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan 3.000.-
| sejisnya apcicd:
2 Kendaraan Mobil Sedan,Pick Up dan Kendaraan | 1.000

' | Lainya | i &

3. | Kendaraan Mobil Bus/Box ! 7.000,- |
4, | Kendaraan Truk 11.000,-
5, Kendaraan Truk Fuso 17.000,-
6. '




LAMPIRAN 11 :

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 28  TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR
Dl KABUPATEN BARITO UTARA.

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| No Jenis Kemdaraan Taril [Rp)
.1 | Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan 2.000.-
J= H@jl'm]}’a _ . "~ 1
Kendaraan Mobil Sedan,Pick Up dan Kendaraan
2. 3.000,-
Lainya
3. Kendaraan Mobil Bus/Box 7.000,-
4, | Kendaraan Truk 11.000,-
5. | Kendaraan Truk Fuso 17.000,-
6. | Kendaraan Truck dengan Gandengan 22.000,- |




